


 
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

KABUPATEN LUWU TIMUR 

 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan 

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan 

dibawah ini: 

Nama   : MUHAMMAD SAID, SE,. MM 

Jabatan : Kepala Badan 

Selanjutnya disebut pihak pertama. 

Nama  : Ir. H. Irwan Bachri Syam, ST, IPM 

Jabatan  : BUPATI 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.   

 

PIHAK KEDUA 
 
 

 
 
 
 

Ir. H. Irwan Bachri Syam, ST, IPM 
 

LUWU TIMUR, 5 Januari 2026 

PIHAK PERTAMA 
 
 

 
 
 
 

MUHAMMAD SAID, SE,. MM 
NIP 197903132005021010 



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  

Badan Keuangan dan Aset Daerah  

LUWU TIMUR 

 
 

No Sasaran Strategis Indikator  Target 

(1) (2) (3) (4) 

 SASARAN   

1 Meningkatnya Transparansi 
dan Akuntabilitas Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah 

Persentase Penetapan APBD Tepat 
Waktu 

100 Persen 

  Persentase Kesesuaian tata kelola 
Perbendaharaan 

100 Persen 

  Persentase Penyampaian LKPD ke 
BPK RI Tepat Waktu Sesuai 
Standar Akuntansi 

100 Persen 

  Persentase Penyelesaian Tindak 
Lanjut Rekomendasi BPK atas 
Pengelolaan Barang Milik Daerah 

90 Persen 

2 Meningkatnya Integritas dan 
Akuntabilitas Kinerja Perangkat 
Daerah 

Nilai AKIP Perangkat Daerah 71 Nilai 

 
 

 Program Anggaran 

 Program  

1 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 312.007.630.200 

2 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 735.547.950 

3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

55.358.501.695,70 

 

 

BUPATI LUWU TIMUR 
 
 

 
 
 
 

Ir. H. Irwan Bachri Syam, ST, IPM 
 

LUWU TIMUR, 5 Januari 2026 

Kepala Badan 
 
 
 

 
 
 

MUHAMMAD SAID, SE,. MM 
NIP 197903132005021010 

 



 

 

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA 

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR 

PENJELASAN KINERJA 

TAHUN 2026 

 

Penjelasan Kinerja 1 

Uraian Sasaran 

Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 

yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya terukur BKAD dalam menjamin 

kualitas pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, hingga pelaporan pertanggungjawaban serta pengelolaan barang milik 

daerah yang tertib aturan. Sasaran ini bertujuan memastikan siklus anggaran berjalan 

tepat waktu, tata kelola perbendaharaan yang efisien, penyajian laporan keuangan yang 

sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta penyelesaian tindak lanjut hasil 

pemeriksaan untuk meminimalisir temuan berulang. 

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan; 
5. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah. 
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 
 

Indikator Kinerja 

Sasaran kinerja ini memiliki 3 (tiga) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara 

langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain: 

 



 

No Uraian Relevansi Formulasi 
Sumber 

Data 

1 Persentase 

Penetapan 

APBD Tepat 

Waktu 

Indikator untuk 

mengukur kepatuhan 

pemerintah daerah 

terhadap siklus 

anggaran. Ketepatan 

waktu penetapan 

APBD menjamin 

pelaksanaan 

program 

pembangunan dapat 

dimulai sejak awal 

tahun anggaran 

𝑎 − (𝑏 − 𝑎)

𝑎
𝑥100% 

 

a =    Batas Waktu 

target 60 hari 

kalender 

mengajukan 

ranperda APBD 

untuk 

memperoleh 

persetujuan 

bersama Kepala 

daerah dan 

DPRD (PP 

12/2019) 

b =    Selisih hari 

antara 

penyerahan 

rancangan perda 

APBD Tahun 

Anggaran 

berkenaan 

dengan tanggal 

persetujuan 

bersama Kepala 

Daerah dan 

DPRD Kabupaten 

Luwu Timur 

tentang 

Rancangan 

Perda APBD 

Tahun Anggaran 

berkenaan 

 

Perda 

tentang 

APBD, Berita 

Acara 

Persetujuan 

Bersama 

KDH dan 

DPRD 

tentang 

APBD 



 

No Uraian Relevansi Formulasi 
Sumber 

Data 

2 Persentase 

Penyampaian 

LKPD ke BPK 

RI Tepat 

Waktu sesuai 

standar 

akuntansi 

Indikator untuk 

mengukur 

akuntabilitas 

pelaporan. 

Penyampaian tepat 

waktu (unaudited) ke 

BPK merupakan 

syarat mutlak untuk 

memperoleh opini 

Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) 

𝑎 − (𝑏 − 𝑎)

𝑎
𝑥100% 

 

a =    jumlah hari 

kalender hingga 

target sebelum 3 

bulan kalender 

setelah tahun 

anggaran 

berakhir 

penyampaian 

LKPD ke BPK RI 

sesuai standar 

akuntansi 

menurut 

ketentuan 

perundang-

undangan (PP 

12/2019) 

b =    jumlah hari 

kalender realisasi 

penyampaian 

LKPD ke BPK RI 

sesuai standar 

akuntansi setelah 

tahun anggaran 

berakhir 

 

Berita Acara 

Serah 

Terima 

Dokumen 

LKPD 

Unaudited ke 

BPK RI, 

LKPD 

Unaudited ke 

BPKD RI 

3 Persentase 

Kesesuaian 

Tata Kelola 

Perbendahara

an 

Indikator untuk 

memastikan 

kelancaran arus kas 

daerah dan 

ketepatan layanan 

pencairan dana 

(SP2D), yang 

𝑏

𝑎
𝑥100% 

 

a =    Jumlah SPM 

diproses lengkap 

SP2D, SPM, 

Laporan 

Rekonsiliasi 

Kas, dan 

Data 

Laporan dari 



 

No Uraian Relevansi Formulasi 
Sumber 

Data 

berdampak langsung 

pada realisasi 

belanja daerah. 

& pelaksanaan 

rekonsiliasi tepat 

waktu 

b =   Realisasi SP2D 

terbit & 

rekonsiliasi tepat 

waktu 

Aplikasi 

SIPANDA 

4 Persentase 

Penyelesaian 

Tindak Lanjut 

Rekomendasi 

BPK atas 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah 

Indikator untuk 

mengukur 

keseriusan 

pemerintah daerah 

dalam memperbaiki 

tata kelola aset 

berdasarkan hasil 

audit eksternal, guna 

mencegah kerugian 

daerah dan masalah 

hukum di kemudian 

hari. 

𝑏

𝑎
𝑥100% 

a =    Jumlah hasil 

audit BPK 

tentang BMD 

b =   Tindak lanjut 

penyelesaian 

hasil audit BPK 

tentang BMD 

Laporan 

Inventaris 

Barang, Data 

Kepemilikan 

BMD, 

Laporan 

Hasil 

Pemeriksaan 

(LHP) BPK. 

 

Target Kinerja 

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang 

akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut: 

 

 

Indikator 

Kinerja 
Target Penjelasan 

Persentase 

Penetapan 

APBD Tepat 

Waktu 

100% Target 100% ditetapkan untuk memastikan tidak ada 

keterlambatan dalam penetapan APBD (tepat 1 bulan 

sebelum tahun anggaran dimulai), sehingga tidak ada 

sanksi administratif dan pelayanan publik tidak terganggu. 

Persentase 

Penyampaian 

LKPD ke BPK 

100% Target 100% bermakna LKPD Unaudited wajib diserahkan 

kepada BPK paling lambat 31 Maret tahun berikutnya 



 

Indikator 

Kinerja 
Target Penjelasan 

RI Tepat 

Waktu sesuai 

standar 

akuntansi 

tanpa keterlambatan satu hari pun, sebagai bentuk 

kepatuhan terhadap PP 12/2019. 

Persentase 

Kesesuaian 

Tata Kelola 

Perbendahara

an 

100% Target 100% mencerminkan komitmen zero delay dalam 

penerbitan SP2D (selama dokumen lengkap) dan 

pelaksanaan rekonsiliasi kas yang tertib setiap periode 

pelaporan. 

Persentase 

Penyelesaian 

Tindak Lanjut 

Rekomendasi 

BPK atas 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah 

89% Target 89% (naik dari baseline 88%) ditetapkan dengan 

mempertimbangkan kompleksitas penyelesaian masalah 

aset lama, namun tetap menargetkan peningkatan rasio 

penyelesaian temuan audit secara signifikan setiap 

tahunnya. 

 

 

Penjelasan Kinerja 2 

Uraian Sasaran 

Meningkatnya Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 

yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah komitmen BKAD dalam mewujudkan 

pemerintahan yang berorientasi hasil (result-oriented government) melalui penerapan 

manajemen kinerja yang konsisten. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa 

setiap anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan capaian kinerjanya, 

mulai dari kualitas perencanaan strategis, pengukuran kinerja yang akurat, hingga 

evaluasi internal yang efektif guna mendorong peningkatan budaya kinerja organisasi. 

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain: 

1. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah; 

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 



 

3. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 79 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis 
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah; 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-
2029. 

 

Indikator Kinerja 

Sasaran kinerja ini memiliki indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung 

ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain: 

 

No Uraian Relevansi 
Formulasi 

 

Sumber 

Data 

1 Nilai AKIP 

Perangkat 

daerah 

Indikator ini sangat 

relevan sebagai 

ukuran komprehensif 

(indeks) keberhasilan 

implementasi SAKIP. 

Nilai ini 

mencerminkan sejauh 

mana BKAD telah 

mengintegrasikan 

sistem manajemen 

kinerja ke dalam 

aktivitas sehari-hari 

Nilai akhir (skor) yang 

diberikan oleh evaluator 

(Inspektorat) 

berdasarkan hasil 

evaluasi tahunan 

terhadap implementasi 

SAKIP di BKAD, yang 

mencakup 4 komponen:  

1. Perencanaan Kinerja 
(Bobot 30%) 

2. Pengukuran Kinerja 
(Bobot 30%) 

3. Pelaporan Kinerja 
(Bobot 15%) 

4. Evaluasi Kinerja 
Internal (Bobot 25%) 

LAKIP, 

Pohon 

Kinerja, 

Dokumen 

Perjanjian 

Kinerja 

(PK), dan 

Laporan 

Hasil 

Evaluasi 

(LHE) 

Inspektorat 

 

Target Kinerja 

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang 

akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut: 

 

Indikator 

Kinerja 
Target Penjelasan 

Nilai AKIP 

BKAD 

70 

(Nilai) 

Target nilai 70 (kategori "BB" atau Sangat Baik) ditetapkan 
untuk tahun 2025, meningkat dari baseline tahun 2024 
sebesar 64,9. Peningkatan target ini menuntut perbaikan 
signifikan pada kualitas dokumen perencanaan dan 



 

Indikator 

Kinerja 
Target Penjelasan 

efektivitas evaluasi internal agar budaya kinerja semakin 
menguat. 

 

  



 

 

 

Rencana Aksi 

 

No. 

IKU dan 

Target 

Tahunan 

Aktivitas Kunci 

Per Triwulan 

Penanggung 

Jawab 

Triwulan 

I II III IV 

1 1.  Persentase 

Penetapan 

APBD Tepat 

Waktu 

Target: 100% 

Penyampaian 

Rancangan KUA 

& PPAS ke DPRD 

Kepala Bidang 

Perencanaan 

Anggaran 

Daerah 

    

  Kesepakatan KUA 

& PPAS (KDH & 

DPRD) 

     

  Penerbitan SE 

KDH (Pedoman 

Penyusunan 

RKA-SKPD) 

     

  Penyampaian 

Ranperda APBD 

ke DPRD 

     

  Persetujuan 

Bersama 

Ranperda APBD 

(KDH & DPRD) 

     

  Penyampaian 

Ranperda & 

Ranperkada hasil 

persetujuan ke 

Evaluator 

     



 

No. 

IKU dan 

Target 

Tahunan 

Aktivitas Kunci 

Per Triwulan 

Penanggung 

Jawab 

Triwulan 

I II III IV 

  Penetapan Perda 

APBD & 

Penjabaran APBD 

     

 2. Persentase 

Penyampaian 

LKPD ke BPK 

RI Tepat Waktu 

Sesuai Standar 

Akuntansi 

Target: 100% 

Konsolidasi 

Laporan 

Keuangan SKPD, 

BLUD dan 

Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah (LKPD 

Unaudited) 

Kepala Bidang 

Akuntansi dan 

Pelaporan 

Keuangan 

Daerah 

    

  Koordinasi dan 

Penyusunan 

Rancangan Perda 

tentang 

Pertanggungjawa

ban Pelaksanaan 

APBD. 

     

  Penyusunan 

Kebijakan dan 

Panduan Teknis 

Operasional 

Penyelenggaraan 

Akuntansi 

     

 3. Persentase 

Kesesuaian 

Tata Kelola 

Perbendaharaa

n 

Koordinasi dan 

Pengelolaan Kas 

Daerah 

(Penerbitan SP2D 

dan Laporan 

Posisi Kas 

Harian). 

Kepala Bidang 

Perbendahara

an Daerah 

    



 

No. 

IKU dan 

Target 

Tahunan 

Aktivitas Kunci 

Per Triwulan 

Penanggung 

Jawab 

Triwulan 

I II III IV 

  Rekonsiliasi Data 

Penerimaan dan 

Pengeluaran Kas 

serta 

Pemungutan/Pem

otongan dengan 

Instansi Terkait. 

     

  Koordinasi, 

Fasilitasi, dan 

Monitoring 

Evaluasi 

Pengelolaan Dana 

Perimbangan dan 

Transfer Lainnya. 

     

  Analisis 

Perencanaan dan 

Penyaluran 

Bantuan 

Keuangan. 

Sekretaris     

 4. Persentase 

Penyelesaian 

Tindak Lanjut 

Rekomendasi 

BPK atas 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah 

Inventarisasi 

Barang Milik 

Daerah 

(Penyusunan 

Laporan Hasil 

Inventarisasi). 

     

  Penatausahaan 

Barang Milik 

Daerah (Laporan 

BMD Semesteran 

dan Tahunan) 

     



 

No. 

IKU dan 

Target 

Tahunan 

Aktivitas Kunci 

Per Triwulan 

Penanggung 

Jawab 

Triwulan 

I II III IV 

  Optimalisasi 

Penggunaan, 

Pemanfaatan, 

Pemindahtangana

n, dan 

Pemusnahan 

BMD. 

     

  Penyusunan 

Perencanaan 

Kebutuhan 

Barang Milik 

Daerah (RKBMD). 

     

  Pembinaan 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah ke SKPD. 

     

2 4. Nilai AKIP 

BKAD 

Target: 70 (BB) 

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah 

(Renstra, Renja, 

IKU, PK) 

Sekretaris     

  Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

(Penyusunan 

LAKIP). 

     

  Koordinasi dan 

Penyusunan 

DPA-SKPD 

(Internal BKAD) 

     

  Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah 

     



 

No. 

IKU dan 

Target 

Tahunan 

Aktivitas Kunci 

Per Triwulan 

Penanggung 

Jawab 

Triwulan 

I II III IV 

(Gaji, Tunjangan, 

Verifikasi SPJ). 

  Administrasi 

Umum dan 

Kepegawaian 

(Layanan 

Perkantoran, 

Sarpras Kantor, 

Disiplin Pegawai). 

     

 

 

 







  
   

    

Persentase Rekomendasi 
Bantuan Keuangan Daerah 
dan Dana Darurat yang 
Diselesaikan
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